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KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, PERANGKAT DESA PERSIAPAN DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA, KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN

Menimbang :

Mengingat

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

bahwa 1mtuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan
Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan aias Peraturan Pemeriniah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 57 ayat {4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, mengamanatkan Bupat menetapkan
besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

bahwa untitk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembeniukan Produk Hukum Daerah vang mengamanatkan
bahwa Bupati membentuk Tim pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalamm hurf a dan huruf b, perii menefapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan
Peraturann Bupati Labuhanbatu Selatan teniang Besaran
Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Peranghkat
Desa Persiapan dan Tunjangan Kepala Desa, Kepala Desa
Persiapan, Perangkat Desa dan Tunjangan  Badan
Permusyawaratan Desa Tahun 2019,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimmbangan
Keuangan Antera Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pernbentukan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 95,
Tambzahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran

Hegara Repubiik Indonesia Tahnn 2014 Nomer 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalt terakhir
dengan Undang-Undapg Nemor $ Tabun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomoer 6 Tabhun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerimtah Republik Indonesta Nomeor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ©
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubshan Kedna Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Iindonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Repuhblik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintahi Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaien Labuhanbatu Selatan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan {Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nomor 09).



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
Labuhanbatu Selatan tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala
Dresa, Perangkat Desa, Peranghkat Desa Persiapan dan Tumjangan
Kepala Desa, Kepala Desa Persiapan, Perangkat Desa dan
Tunjangan Badan Permusyvawaratan Desa Tabun 2019 dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisghkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan Rancangan
Peraturan Bupati;

b. Melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati;

c. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait;

d. Melaporkan Perkembangan Rancangan Peraturan Bupat

kepada Sekrefaris Daerah;
e. Memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan

Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas;
f. Mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yvang telah mendapat
paraf koordinasi kepada Bupati melaiui Sckyetaris Daerah.

Biaya vang timi akibat ditetapkannya Kepufusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019,

Keputusan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal ditetapk

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal Udmﬂaa ¢4 2019

BUPRATI LABUHANBATX SELATAN,

WILDAN ASWAN TANJUNG
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III.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR  :188.45/I7 /DPMD/2019
TANGGAL : #  Januar 2019

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN FPERATURAN BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, PERANGKAT DESA PERSIAPAN DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA, KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2019

Kefua
Sekretars
Angoota

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepala Bagian Hukum Setdakab

i.
2.

3.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Helurahan Dinas
Pemberdavaan Masyaralat dan Desa

Kepala Seksi Pembinaan Adminisirasi Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUPATI LABUHANBATW SELATAN,

W

WILDAN ASWAN TANJUNG



